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bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu
Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan
perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah
Pengelolaan Aset Desa.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang
utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa
Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi
Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki
semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara
Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau
pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau Kketertiban
masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan
sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.! Sejalan
dengan pendapat Bagir Manan, menurut Sjahran Basah, berkaitan dengan negara
kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang
pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam
rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.?

Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara
kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

! Bagir Manan, Politk Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi
Perekonomian, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996, him. 16.
2 Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni,
Bandung, 1986, him. 3.
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untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”.®

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala bidang
kehidupan baik fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai
masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, maka Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa : “Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan
negara membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi,
dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah
tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang besar dengan wilayah kedaulatan yang
membentang dari sabang sampai merauke dengan jumlah penduduknya yang
semakin tahun semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk pemerintahan di segala
bidang dimasing-masing daerah untuk mengatur dan melayani ratusan juta
penduduknya. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hukum
pemerintah daerah merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia. Hukum

pemerintah daerah sangat erat kaitannya atau salah satu hal yang dibicarakan di

3 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,
1991, him. 2
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dalamnya adalah mengenai Desa. (Sarman dan Mohammad Taufik Makarao,
2012:1)

Di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat sistem
pemerintahan yang dikenal dengan sistem otonomi daerah, yang mana setiap
negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat) dapat disusun dan diselenggarakan
menurut asas dan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara Kesatuan yang
disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi mengandung arti
bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (single
centralized government) atau oleh pusat bersama-sama organnya yang
dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-
organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal
sebagai dekonsentralisasi (Centralisatie met deconcentralisatie). (I Gde Pantja
Astawa, 2013:26)

Di dalam otonomi daerah itu sendiri selain terdapat asas dekonsentralisasi,
terdapat juga asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Pentingnya
desentralisasi dalam kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk
mengembalikan kekuasaan atau memberdayakan (empowerment) kepada rakyat,
juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi
pemerintah sendiri. Tidak semua perkara bisa dikerjakan oleh negara atau
birokrasi pemerintah. Semua urusan yang selama ini selalu berwacana negara itu
sudah tidak popular lagi. Keterbatasan pemerintah untuk menggali sumber
pendapatan (revenues), perpajakan, dan perbelanjaan anggaran telah menghimpit
semua program-program pemerintah. (Miftah Thoha, 2010:15)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak awal tahun 2001 telah
menciptakan gelombang pembaruan tata pemerintahan di semua daerah di

Indonesia. Sistem pemerintahan yang semula sentralis justru telah memperlebar
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kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Kesenjangan yang dimaksud antara
lain adalah kesenjangan hasil pembangunan antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-
Bali maupun antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. (Agus
Dwiyandto. Dkk, 2013:165). Dengan adanya otonomi daerah ini, masyarakat diberi
keleluasaan untuk mengatur sendiri daerah otonomnya sendiri, jadi mengerti sendiri
seperti apa yang diperlukan dalam pemerintahannya sesuai kondisi daerah
otonom di masing- masing daerah.

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa
memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa
telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat
menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita
pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya
masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita
telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun 2014 yang
menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam segi ekonomi pun masyarakat desa sebagian besar adalah
masyarakat agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar
seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan
agraris adalah bersifat sambilan. Pemerintahan desa dianggap belum bisa sejajar
dengan pemerintahan kelurahan yang lebih maju dan lebih cenderung berada di
tengah kota yang penduduknya yang lebih banyak. dengan berjalannya waktu,
muncullah  undang-undang desa yang baru disahkan yaitu Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut banyak diatur
seluk-beluk aturan tentang pemerintahan desa, salah satunya adalah
pengelolaan aset desa yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji
perangkat desa yang bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk
pendapatan daerah atau desa tersebut.

Pada Bab VIII dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
yaitu membahas tentang keuangan desa dan aset desa. Pengaturan aset desa
diatur di bagian kedua yakni tentang aset desa pada Bab VIl tersebut yakni dalam
pasal 76 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aset
desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan,
tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,
hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya
milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa)

Sebagaimana yang diuraikan di atas mengenai aset desa, maka aset desa

ini tentunya disertifikatkan atas nama desa, bukan atas nama pibadi atau
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perorangan. Sedangkan aset desa ini bisa didapatkan dari beberapa hal, aset
desa ini bisa didapatkan dan ditanggungbebankan atas anggaran pendapatan
dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran
pendapatan dan belanja desa. Selain itu dapat diperoleh dari sumbangan, hibah
maupun dari hal-hal lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa atau tanah bengkok
ini tidak dilakukan dengan semena-mena atas kewenangan pribadi dari seorang
kepala desa semata namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
sah. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan
umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas,
dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta
meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara
pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal
72 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan
penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa. (Pasal
108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok ini, kepala desa
memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa juga
dapat menguasakan sebagian kekuasaannya tersebut kepada perangkat desa

lainnya. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan dengan cara semena-mena guna
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kepentingan pribadi semata karena pengelolaan ini guna menyejahterakan
masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa sesuai hal yang dijelaskan
dalam peraturan pemerintah. Hal ini dilaksanakan harus sesuai dengan pedoman
pengelolaannya pada peraturan desa dan peraturan menteri terkait.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
tentunya pengelolaan Tanah Bengkok pun akan mempunyai sistem atau
mekanisme yang berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung
menimbulkan beberapa kesalahpahaman antara lain kesalahan mekanisme
pengelolaan aset desa tidak sesuai rencana dan tidak sesuai pedoman
pengelolaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun
elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah terdorong
untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, kepentingan politik posisi kepala
desa juga menjadi pundi-pundi partai politik di desa. Sehingga Political power dari
elit desa urusan pemerintahan, penganggaran, dan keuangan hanyalah milik elit
desa. (Artikel,Sukasmanto:2014) (Sumber. Diunduh dari

http://www.slideshare.net/indo acf/sukasmanto-ire-potensi-penyalahgunaan  dana-

desa diakses pada tanggal 2 Maret 2015).

Sehingga tak jarang pengelola tersebut akhirnya berurusan dengan
penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di
pengadilan setempat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan
keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam realita tersebut
yang telah terjadi tentu saja disebabkan oleh beberapa hal yang mendorong
dilakukannya kesalahan pengelolaan aset desa. Beberapa penyebab terjadinya
hal-hal tersebut vyaitu kurangnya pemahaman tentang mekanisme koordinasi,
kurangnya sosialisasi atas perubahan undang- undang atas undang-undang yang

lama menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kualitas SDM
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masih rendah dan belum merata pada masyarakat desa, bahkan kesalahan
pengelolaan aset desa ini juga dapat didorong dengan unsur kepentingan politik
semata sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Brebes yang memiliki sekitar 297 desa/kelurahan perlu memiliki pedoman dalam
Pengelolaan Aset Desa, sehingga dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Desa
tidak mengalami kesulitan dalam mengelola aset-aset milik Pemerintah Desa.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti

adalah:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten dalam Pengelolaan Aset
Desa?

2. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Brebes?

3. Bagaimana regulasi pengaturan Pedoman Pengelolaan Aset Desa di

Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai
landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang
memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan
Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Brebes.
Selain itu, berupa kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Brebes. Selain itu juga dapat
merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan

Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam
Pengelolaan Aset Desa?

2. Merumuskan Bagaimana mekanisme Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten
Brebes?

3. Merumuskan Bagaimana regulasi pengaturan Pedoman Pengelolaan Aset

Desa di Kabupaten Brebes?

Kegunaan
Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan :
1. Bagi Pemerintah Kabupetan Brebes :

a. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil
kebijakan dalam hal pembentukan wilayah di Kabupaten Brebes.

b. Dapat memberikan kerangka hukum (legal Framework) bagi
perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Brebes.

2. Secara umum :

a. Merupakan instrumen hukum dalam pembentukan wilayah di
Kabupaten Brebes.

b. Menertibkan dan mewujudkan sistem yang baik dalam pengelolaan
Aset Desa di Kabupaten Brebes.

3. Bagi masyarakat :

a. Diharapkan dapat menjadikan aturan/pedoman dalam pengelolaan

Aset Desa di Kabupaten Brebes.

b. Mengatur penataan dan pengelolaan dalam pengelolaan Aset Desa di



Kabupaten Brebes.
D. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang, Pedoman Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Brebes .dilakukan
dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis
empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif,
penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian

hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi
teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu
yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa
peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan
penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah

lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum
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sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus, majalah maupun dari internet.

d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi

(focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat
hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan,
disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan
terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait

dengan pengelolaan aset desa di Kabupaten Brebes.
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BAB I

KAJIAN TEORITIS DAN
PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang
umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat
di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat
ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan
konkrit tersebut.*

Lebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul Scholten, yang memberikan
pengertian asas hukum sebagai berikut :

“‘Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di

belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan

dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual

dapat dipandang sebagai penjabarannya”.®

Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal
yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau
kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan

sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi

4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996,
him. 5.

5 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996, him. 119-120.
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semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral,
dan sosial masyarakatnya.® Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-
aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun
menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya
terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.’

Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga)
fungsi, yaitu : Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-
aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk
mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka
bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi
ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis
ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat
dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.®

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum
bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (rechtmatig)
dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum
berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat
dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman
ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Agar pelaksanaan pemakaian kekayaan desa dapat dilakukan dengan baik
dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan
aset daerah, maka pengelola aset desa hendaknya berpegang teguh pada asas-

asas sebagai berikut :

6 Satjipto Raharjo, Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum
Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono), Seminar dan Lokakarya Ketentuan
Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988, tanpa halaman.

" R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen, 1980, him. 63.

8 J.M. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid, diss, RUL 1995,
Arnhem, 1995, him. 68-69.
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Asas fungsional.

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pemakaian
kekayaan daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna
barang, pengelola barang, dan Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab masing-masing.

Asas kepastian hukum.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Asas transparansi.

Yaitu penyelenggaraan pemanfaatan barang milik daerah harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Asas efisiensi.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam
rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
secara optimal;

Asas akuntabilitas.

Yaitu setiap kegiatan pemanfaatan barang milik daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

Asas kepastian nilai.

Yaitu pemanfaatan barang milik daerah harus didukung oleh adanya
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca

Pemerintah daerah.®

9 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Op.Cit., him. 157-158.
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Di dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. la memberikan
sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita
bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri
sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.
Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan
dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. (Satjipto Rahardjo,
2006:253).

Pada Ilmu Hukum, peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi
ketentuan-ketentuan yang berifat mengikat. Oleh karena itu, berbeda dari kaidah-
kaidah hukum vyang terbit dari putusan-putusan pengadilan yang hanya
dimaksudkan untuk mengikat pihak-pihak dalam perkara saja (Zainuddin Ali,
2009:110).

Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen
yang terkandung dalam hukum, yaitu:

1) Komponen yang disebut dengan struktur, ia adalah kelembagaan
yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri,
pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerja
sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian
pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

2) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu
peraturan- peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang
semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka
yang diatur.

3) Komponen hukum yang bersifat kultural, ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap,
harapan dan pendapat tentang hukum . Kultur hukum ini dibedakan antara

internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged’ dan
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external legal culture yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.
(Muslan Abdurrahman, 2009:46)
Jadi, seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau
tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Sehingga hukum
senatiasa memang dibatasi oleh situasi dan lingkungan ia berada.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini merupakan
Undang-undang tentang desa setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
Tentang Pemerintahan Desa yang mencoba keluar dari Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tentang
pemerintah daerah, terdapat pengaturan tentang desa. Namun Undang-undang
Nomor 6 tahun 2014 ini mengatur secara lebih rinci dan detail tentang desa itu
sendiri.Undang undang ini memberikan batasan-batasan terhadap penyelenggara
pemerintahan desa agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar,

sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang ini bahwa:

“‘Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
lka.” (pasal 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut
tidak terlepas dari perjuangan panjang yang melelahkan oleh kepala desa dan
perangkat desa melalui demonstrasi yang memenuhi ruang-ruang publik serta
diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis
pemerintahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) akhirnya mengabulkan tuntutan para kades dan perangkat desa dengan
mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72
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Tahun 2005 Tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para kepala desa dan
aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata
masih  terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik,
membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (Jurnal Hukum, M.
Sulpan Aswandi:2014).

Di dalam Undang-undang ini membahas keseluruhan tentang desa, salah
satunya adalah tentang aset desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah
ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,
pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. (Pasal 76 ayat 1 Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini
menggantikan Undang-undang sebelumnya vyaitu Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang juga menggantikan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sekaligus menjadi
penyempurna undang-undang sebelumnya yang dinilai masih terdapat beberapa
permasalahan dan kekurangan dalam pembagian kekuasaan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
menngatur juga aturan tentang desa di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan
pengertian desa dalam pasal 1 ayat 43 Undang-undang tesebut yang berbunyi:

‘Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati daam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
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(pasal 1 ayat 43 Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah)

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa
atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area,
smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan
adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah
Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi
Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R.
Bintarto, berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan
suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu
daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh
sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh
seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang
merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 Desa atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan
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masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan
Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal
1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah
Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui
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pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun
dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat
istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran
ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara ), atau

”

yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Kepala adalah pelaksana
kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan
pengawasan kebijakan (Peraturan ). Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno
dalam Candra Kusuma8 menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup
bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan
yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan
sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun
2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya
dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari
pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan

pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan

masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya
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mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas
dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang
lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang
memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan
alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas
sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur
dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk
mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan
sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat
strategis sehingga memerlukan  perhatian yang seimbang terhadap
penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan
mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki
wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan
pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:
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a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,
adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban untuk :

a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat
desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan
dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat
akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk
pembentukan desa yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500
kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan
pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan
atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana
perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima,
faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan
bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan
masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Struktur Pemerintah Desa
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal

25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.
Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan
sebagai pegawai vyaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya,
bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan;
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa
adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan
Pemerintahan  Desa, melaksanakan  pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut,
Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.
Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
c. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa,;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat desa,;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnyam kemakmuran

masyarakat desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
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J. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

I.  Memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdangundangan;
dan

0. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas
merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan
untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka
Tunggal Ika;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan
nepotisme;

6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di
desa;

7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
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8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,;

10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
15. Memberikan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama
dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini
tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a
Undang-Undang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa; dan
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3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak,
kepala desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, menyampaikan laopran
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati,
menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa
menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf ¢
setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan
keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan
Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut
mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita
cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-
undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48.

Perangkat desa terdiri atas;
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a. Sekretariat desa;
b. Pelaksana kewilayahan; dan
c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
camat atas nama Bupati. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat
desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga
desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka
perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung
Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan
sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan
dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk
melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa
yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan
demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat
Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan
beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5
(lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi
pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi

pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.
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3. Otonomi Desa

3. 1 Pengertian Otonomi Desa

Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli,
bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.
Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan
hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di
muka pengadilan. Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh, bahwa dalam
memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu:

1. aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat
dengan sosial budaya,

2. aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh
karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi
masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan
melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri
dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup
pintu intervensi institusi diatasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi
yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan
hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh

dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan
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berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan
Kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan
hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap
mengunjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari bangsa dan negara Indonesia.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh
daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota. Otonomi yang dimiliki
oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan
penyerahan wewenang dari Pemerintah. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu
Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh
pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan
hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti
sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Undang-Undang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik
perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin
dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa
memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya
mekanisme checks and balances kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD
untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan secara sungguh-
sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk

menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan
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pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas
perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan
otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanan hak, wewenang
dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan
dalam, beberapa pasal memberi diskrepsi yang memungkinkan otonomi desa
tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa,
masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting
menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang
nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain
kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati
negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa
memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan
desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa,

tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
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terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan
jalan desa.

Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa
dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat
setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal
dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan
yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin
merupakan penugasan dari supradesa. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah
kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna
mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.

Sterilisasi desa dari perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil
menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan otonominya
sesuai perencanaan yang diinginkan tanpa perlu takut di sensor ketat oleh sekretaris
desa. Selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang telah ada dan
kewenangan berskala lokal desa, semua kewenangan tambahan yang ditugaskan
oleh pemerintah daerah maupun pusat hanya mungkin dilaksanakan jika disertai
oleh pembiayaan yang jelas. Terkait dengan itu, undang-undang desa menentukan
bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD dan
sumber lain yang sah. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap
desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari
Pajak/Retribusi/DAU/DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain
yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar
perdesa pada 72.944 desa di Indonesia.

Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibanding kuantitas urusan
yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dalam mengintenfisikasi

pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Kenyataan
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tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua
rusan yang telah diakui dan dihormati negara, ditambah urusan skala lokal bukan
sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan desa
bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya. Sumber asli yang berasal dari desa
dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih
efisien dan efektif dilayani oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan
desa selama ini menggambarkan rendahnya dukungan sarana dan prasarana
sehingga pelayanan di desa tak maksimal.

Kantor desa bahkan secara umum tak berfungsi kecuali pada waktu-waktu
tertentu. Dalam banyak hal desa harus diakui tertinggal dari berbagai aspek
disebabkan rendahnya dukungan pemerintah daerah sekalipun dalam semangat
otonomi. Sementara sumber keuangan yang berasal dari APBN dapat diarahkan
bagi kepentingan pembangunan desa. Tentu saja selain alokasi pembangunan yang
berasal dari pemerintah, desa dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
dalam jangka panjang sehingga terjadi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Realitas desa sejauh ini menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi,
tingginya kemiskinan dan pengangguran sehingga menurunkan daya saing desa
dibanding kota. Sumber keuangan negara setidaknya berpeluang mendorong laju
pertumbuhan ekonomi desa sehingga tak jauh ketinggalan dibanding kota.
Sekalipun demikian, alokasi APBN tidaklah merupakan wujud dari pendekatan local
state government semata, tetapi lebih merupakan tanggungjawab negara yang
diamanahkan konstitusi. Demikian pula alokasi APBD bukanlah merupakan
manifestasi dari pendekatan local self government semata, namun perintah undang-
undang pemerintahan daerah. Jadi, sekalipun desa dalam undang-undang ini

bersifat self governing community, namun negara dan pemerintah daerah tetap
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bertanggungjawab untuk mengakui, menghormati dan memelihara keberlangsungan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Bentuk pengakuan negara terhadap desa dapat dilihat dari pengakuan atas
realitas keberagaman desa di berbagai daerah (asas rekognisi). Sedangkan
konkritisasi dari penghormatan negara terhadap desa adalah terbukanya kran
alokasi negara secara langsung yang akan dikelola desa (asas subsidiaritas).
Penggunaan kedua asas tersebut sekalipun didahului oleh pengakuan konstitusi
atas keragaman dan batasan desa dalam pengertian umum (desa, desa adat dan
atau nama lain), setidaknya menjadi pijakan konkrit dalam pengaturan desa lebih
lanjut di tingkat daerah masing-masing.

Terkait postur organisasi pemerintahan desa, batasan pemerintahan desa
terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan
tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PP Nomor 72 tahun
2005, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan
posisi kepala desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan
desa lebih efektif dalam melaksanakan otonomi desa selain kewajiban dari
supradesa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas kepala desa dan BPD
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sulit dilaksanakan karena kedua
lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Terpisahnya posisi BPD memungkinkan pemerintah desa dapat lebih
leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa pengawasan ketat
BPD yang selama ini relatif sulit hidup sekamar dengan pemerintah desa. Bias dari
kondisi semacam itu tak jarang membuat desa kurang dinamis, bahkan statis karena
saling menunggu persetujuan yang berlarut-larut. Selain itu, separasi semacam itu

bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara
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politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator
kebijakan (kepala desa).

BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk
membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kebijakan
desa dimulai dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perencanaan
desa merupakan perencanaan jangka menengah yang dijabarkan dalam bentuk
perencanaan pembangunan tahunan. Perencanaan desa dapat dikembangkan
sejalan dengan periodisasi kepemimpinan kepala desa yang dapat mencapai tiga
kali masing-masing selama enam tahun. Artinya, perencanaan menengah desa
dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas kepala desa. Dengan
demikian selama periodisasi yang relatif lebih lama dibanding kepala daerah yang
hanya dua periode, desa dengan sendirinya berpeluang meletakkan perencanaan
secara berkelanjutan melalui prioritas yang disepakati bersama masyarakat
setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, desa membutuhkan partisipasi
aktif masyarakat. Peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis
tampak terbuka lebar dimana masyarakat berhak memperoleh informasi, melakukan
pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan
kepada pemerintah desa dan BPD. Proses semacam ini merupakan bentuk
pembelajaran partisipasi demokrasi melalui siklus perencanaan, implementasi dan
evaluasi pembangunan di desa. Dengan demikian tercipta mekanisme bottom up
yang senyatanya, bukan rekayasa musyawarah pembangunan desa seperti yang
terjadi selama ini.

Pembangunan desa sejauh ini tak memperlihatkan hasil signifikan karena
tak jelas darimana sumber penunjangnya. Alokasi dana desa yang semestinya

terjadi tampak bergantung pada kemurahan hati pemerintah daerah. Sementara
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pendapatan asli desa menyusut hingga tak bersisa akibat meresapnya peraturan
daerah hingga ke kawasan desa yang paling strategis. Dalam regulasi inilah
pembangunan desa diharapkan dapat ditopang lewat aset desa, termasuk sumber
keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Aset Desa dapat berupa
tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,
bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata
air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sumber keuangan
desa berasal dari pendapatan asli desa, negara, pemerintah daerah dan pendapatan
lain yang sah. Sedangkan BUM desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan
untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pembangunan desa juga meliputi upaya pengembangan kawasan desa
dengan maksud untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki hak untuk dilibatkan
dalam perencanaan makro pemerintah daerah sehingga desa tak sekedar menjadi
objek pembangunan semata. Selain itu desa berhak memperoleh akses informasi
yang dapat dikelola bagi kepentingan stakeholders terkait. Hal itu mendukung
terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka good
governance. Lebih dari itu peluang pengembangan otonomi memungkinkan desa
dapat meluaskan pembangunan melalui strategi kerjasama dengan desa lain yang
saling menguntungkan.

3. 2 Tujuan Otonomi Desa

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan

kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan

membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa
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tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan
teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngendung tata aturan, nilai,
norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak
tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi
penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu
menuntut kearifan dan professionalisme dalam pengelolaan desa menuju
optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat
desa.

Perencana desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa
untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal) yang
kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa
yang mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

1. Memeperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI;

2. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;

3. Mendekatkan perncanaan pembangunan ke masyarakat;

4. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;

5. Menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan lokal;

6. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;

7. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk
membangkitkan prakarsa dan potensi desa;

8. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;

9. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa,
lembaga-lembaga Desa dan masyarakat;

10. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
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Sejarah Kedudukan dan Kewenangan Desa

Dalam isu kedudukan dan kewenangan Desa ada fakta empirik yang
menarik bahwa  kedudukan dan kewenangan Desa dalam sejarah Desa
sepanjang zaman (prakolonial, kolonial, pasca kemerdekaan, Orde
Baru dan era reformasi)ditempatkan dalam subordinasi atau satelit dari
struktur supradesa yang lebih besar. Karya monumental Denys Lombard
(1996) menggambarkan secara gamblang bagaimana kerajaan-kerajaan
konsentris di zaman prakolonial melakukan penundukkan dan penaklukan
terhadap Desa-desa di bumi Jawa, yang waktu itu masih disebut sima.
Karya Frans Husken (1998) memberikan kisah berkelanjutan tentang
kapitalisasi, eksploitasi dan diferensiasi sosial di Desa sejak masa kolonial.
Karya Hans Antlov (1986), dengan tema “negara dalam Desa’,
menggambarkan dengan jelas bagaimana sentralisme dan otoriarianisme
negara bekerja di aras lokal. Karya Yando Zakaria, Abih Tandeh (2000),
menunjukkan penghabisan dan penindasan negara terhadap masyarakat

Desa di zaman Orde Baru.

Pada zaman penjajahan Belanda, telah diterbitkan Indische
Staatsregeling pada tahun 1848, yang mulai berlaku pada tahun 1854.

Adapun ketentuan mengenai Desa diatur dalam Pasal 128, sebagai berikut:

1. Desa-Desa  bumiputera dibiarkan memilih  kepala  anggota
pemerintahan Desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa
yang ditunjuk untuk itu menurut ordonansi. Gubernur Jenderal

menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.
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2. Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan dimana Kepala
Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang
ditunjuk untuk itu.

3. Kepala Desa bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus
rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan
yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan
residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi.

4. Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak
sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang
diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan.

5. Dengan Ordonansi  dapat diatur  wewenang dari Desa
Bumiputera untuk: (a) memungut pajak di bawah pengawasan
tertentu; (b) didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman
terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa;

6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu
kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat (2) pasal 21
atau ayat (2) pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang
termasuk di dalam batas termaksud; dapat dihapuskan dengan
ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya
aturan yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebagai akibat dari
tidak diberlakukannya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat
ordonansi (Suhartono, 2001: 46-47).

Ketika intervensi dan eksploitasi kolonial terhadap Desa berjalan,
pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan “Regeeringsreglement” 1854,
sebagai cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan Desa. Pasal 71 (pasal

128.1.S.) menegaskan tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa
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yang dalam peraturan itu disebut ‘inlandsche gemeenten” atas pengesahan
kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah
Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu diserahkan hak untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan
peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal atau dari kepala

daerah (residen).

Atas dasar ketentuan itu, dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906,
lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa,
terutama hanya berlaku di Jawa dan Madura. Peraturan itu, yang dimuat
dalam Staasblad 1906 NO.83, diubah dengan Staablad 1910 No. 591,
Staadblad. 1913 No. 235 dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama
‘Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. Penjelasan atas Ordonnantie itu yang
dimuat dalam Bijblad 6567 mengatakan, bahwa ketetapan- ketetapan dalam
Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan
pemerintah Desa baik berdasarkan hukum  ketataprajaan maupun
berdasarkan hukum perdata. Meskipun berbagai peraturan yang muncul
masih jauh dari sempurna, tetapi dalam rangka perundang-undangan Hindia
Belanda semuanya telah berhasil menghilangkan keragu-raguan tentang
kedudukan Desa sebagai badan hukum, lebih dari posisi Desa sekadar
kesatuan komunal masyarakat. Peraturan telah berhasil pula mengembangkan
kemajuan kedudukan hukum Desa sebagai pemilik harta benda (Soetardjo

Kartohadikoesoemo, 1984).

Ada berbagai catatan atas keluarnya peraturan itu. Van Deventer
menyambutnya dengan gembira. Dengan peraturan tadi, kata Van

Deventer, hak Desa untuk mendapat dan menguasai milik sendiri telah
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diberi dasar hukum. Berdasarkan hak itu Desa akan dapat menyusun
“pendapatan Desa” sendiri. Hal ini penting berhubungan dengan hendak
didirikannya sekolah Desa dan lumbung Desa pada waktu itu. Sebaliknya
Mr. Van Bockel dalam Koloniale Studien tahun 1921 mengatakan, bahwa
peraturan itu merupakan sebuah tatapraja untuk Desa, yang dimasukkan
dengan paksa ke dalam suatu susunan yang asing baginya dengan tiada
mengingat tingkat kecerdasan rakyat dan susunan tatapraja dalam daerah. Van
Vollenhoven berpendapat senada. Setelah mengucapkan penghargaannya
terhadap tujuan ordonansi diatas, yang bermaksud hendak menguatkan
kedudukan Desa, maka ia mencela bahwa dalam peraturan itu
membuat ordonansi kurang cukup mengindahkan sifat-sifat asli dari Desa di

daerah Jawa, Madura dan Pasundan.

Dalam konteks ini ‘slandsche Gemeente Ordonantie” tahun 1906
tidak berlaku untuk empat daerah Swapraja di Surakarta dan Yogyakarta. Di
daerah-daerah tadi, yang pada hakekatnya adalah daerah Negorogong di
zaman dahulu, dimana otonomi Desa karena percampuran kekuasaan Raja
-- antara lain disebabkan oleh apanage-stelsel sejak 1755 -- telah menjadi
rusak, maka kedudukan Desa sebagai daerah hukum otonom sudah rusak

pula.

Meski demikian, hukum asli yang menjadi pokok-pokok dasar
kebudayaan bangsa, meskipun telah terpendam dibawah reruntuhan Desa
asli selama ratusan tahun, setelah kesatuan Desa sebagai daerah hukum itu
di daerah Swapraja di Jawa dihidupkan kembali, maka ia hidup kembali
juga. Begitu kuatnya, hingga waktu permulaan kemerdekaan di daerah

Yogyakarta muncul peraturan untuk menggabungkan Desa-desa yang kecil-
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kecil menjadi kesatuan daerah yang lebih besar. Peraturan itu mengalami
kesulitan. Lain dari itu, sebagai penjelmaan dari kesatuan daerah hukum
itu barangkali belum diketahui umum, bahwa daerah Yogyakarta penjualan
tanah milik di Desa (malah juga penggadaian) kepada seorang yang bukan
penduduk Desa, harus mendapat ijin dari rapat Desa.

Pada tahun 1941, pemerintah kolonial mempertinggi status Desa dengan
mengeluarkan sebuah Ordonantie terkenal dengan sebutan Desa Ordonantie
(S. 1941 No. 356) (Nitinegoro, 1964 dalam Suhartono, 2001: 48). Rancangan
Desa- ordonannantie baru disampaikan oleh Pemerintah Hindia Belanda
pada tanggal 23 Januari 1941 kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian
ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Substansi Desa
ordonanntie  baru berlainan dengan ordonanntie-ordonanntie sebelumnya.
Prinsipnya ialah supaya kepada Desa diberi keleluasaan untuk berkembang
menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, Desa tidak lagi
dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang mengikat dan
instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-ordonanntie baru
dinyatakan perbedaan antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum
maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah
Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum  maju
pemerintahan disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh
Rapat Desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa.
Selanjutnya dalam Desa-ordonnantie baru itu, pemerintah hendaknya minimal
mencampuri dalam rumah tangga Desa dengan peraturan-peraturan yang
mengikat, bahkan dalam pemerintahan Desa itu diharuskan lebih  banyak
menggunakan hukum adat. Namun sampai pada waktu jatuhnya

pemerintahan Hindia Belanda Desa-ordonnantie itu belum bisa dijalankan.
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Di zaman Orde Baru, modernisasi yang diperkenalkan pada masyarakat
Desa melalui mekanisme pembangunan Desa merupakan manifestasi kontrol
negara pada masyarakat Desa. Hal ini diungkapkan secara gamblang dan

konseptual oleh Mohtar Mas'oed (1994) sebagai berikut:

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, = Pembangunan
Masyarakat Desa (PMD) dikonseptualisasikan sebagai proses pengkonsolidasian
berbagai wilayah teritorial dan pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam
berbagai dimensi (sosial, kultural, ekonomi maupun politik) ke dalam satu unit
yang utuh. Dalam perspektif ini, program PMD yang dilakukan oleh pemerintah
Orde Baru mengandung dua proses yang berjalan serentak namun kontradikitif.
Pertama, PMD merupakan proses "'memasukkan Desa ke dalam negara”, yaitu
melibatkan masyarakat Desa agar berperan serta dalam masyarakat yang
lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru dalam
kehidupan Desa dan penyebaran gagasan modernitas. Kedua, PMD juga
berwujud 'memasukkan negara ke Desa". Ini adalah proses memperluas
kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan
masyarakat Desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan Desa
terhadap negara.

Argumen itu mengandung makna bahwa pada tahap pertama
Pemerintah menjanjikan warga  Desa untuk dilibatkan dalam
pembangunan. Berbagai jenis proyek pembangunan diperkenalkan,
baik melalui mekanisme PELITA, yang dilaksanakan berbagai instansi
sektoral maupun melalui skema INPRES dan Bandes, telah berfungsi sebagai
penyalur berbagai sumberdaya yang dimiliki pemerintah ke masyarakat.

Sebagian besar kebijakan publik itu telah berhasil memobilisasi penduduk Desa
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bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, dan yang lebih penting lagi, bisa
menerapkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga penuh.
Dengan kata lain, proses ini bisa membuka jalan menuju partisipasi, modernisasi
dan demokratisasi.

Motif yang melatar belakangi UU No. 5/1979 adalah untuk
melakukan reformasi birokrasi Desa agar lebih mampu menggerakkan rakyat
dalam program- program pemerintah pusat serta dapat menyelenggarakan
administrasi Desa yang meluas dan efektif. Disamping itu juga untuk
menyeragamkan kedudukan Desa dan kesatuan adat-istiadat yang masih
berlaku, menjadi satu kesatuan pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan
wilayahnya meliputi dusun lama yang berada di bawah naungan tradisi
lama yang dihapuskan. Kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat,
kebiasaan yang masih hidup masih diakui, sepanjang hal itu dapat
menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (Aset Desa)

Pengelolaan Kekayaan desa diatur dalam pasal 107 sampai dengan pasal
112 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pengelolaan kekayaan milik
Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan DesPengelolaan kekayaan milik
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Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan
meningkatkan pendapatan Desa.

Pengelolaan Aset Desa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 43
tahun 2014 belum diatur, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1
tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jenis aset desa berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tersebut terdiri atas:

a. Kekayaan asli desa;

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

e. Hasil kerja sama desa; dan

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa, terdiri atas:

a. tanah kas desa;

b. pasar desa;

c. pasar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;
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f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g. pelelangan hasil pertanian;

h. hutan milik desa;

i. mata air milik desa;

j.  pemandian umum; dan

k. lain-lain kekayaan asli desa.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Beberapa aset desa yang termasuk kategori strategis adalah tanah kas desa, tanah
ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan
ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian

umum, dan aset lainnya milik desa.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa,
penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan
pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya

penyelenggaraan kegiatan desa.

45



Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh
dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan
Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian,
pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai
kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk
menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana
desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk
mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan
untuk,menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas
penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi
tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa
berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling
sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana

Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
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Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).

2. Anggaran Dana Desa.

3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.

4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel
Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai
berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama
untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan
Variabel Independen Tambahan 30%.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi
secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang
dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD)
Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel
Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah
Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel
Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat
dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi
kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel Independen Utama
meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan.

2. Indikator Pendidikan Dasar.
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3. Indikator Kesehatan.

4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-
masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Penduduk.

2. Indikator Luas Wilayah.

3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB).

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72
ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran
dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan
"Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit
10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus".Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana
desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis
desa”. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis
kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana
desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin
segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya
desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan
desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut

yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana
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setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian
anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan
pemerintah sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan
desentralisasi fiscal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan
kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan
masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional
dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja
Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan
berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap
kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap
kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa
setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan
jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk
kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota,
dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap

desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan
jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat
kesulitan geografis21. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka
kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan

c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan cara:

a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% X
persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk
desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah
desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota
yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu
Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota
yang bersangkutan)]; dan

b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan
tingkatkesulitan geografis setiap desa.

c. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh
faktor yang meliputi:

a. Ketersediaan pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur;

c. transportasi; dan
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d. komunikasi desa ke kabupaten/kota.
Sumber-Sumber Keuangan Desa
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa
didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah
daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh
pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan
keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa yang mencakup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan
desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan
tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang
disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1),
menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli desa yang sah;
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b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh
pereratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa,;

c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang
pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan
Alokasi Dana Desa,;

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi,
Pemerintah  Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1)
yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten.
Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan
dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu
dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa
sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di
dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis
desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM).
Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada
5.300 kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai

Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana
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program Kementrian/Lembaga benar-benar akan dialokasikan menjadi Dana Desa
serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi
menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak
(Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian
teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa
direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak
meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat
desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas nhamun, untuk kegiatan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap
menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana
program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah
masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1
yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen
dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni
dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk
menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif,
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pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang
lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah
terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran
pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk
Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru
tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya
dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan
partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa
harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem
akuntansi keuangan pemerintahan. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan
desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili
pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh
karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.

c. Menetapkan bendahara desa.

d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93
pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perncanaan;

b. Pelaksananan;

c. Penatausahaan;

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa
menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan
desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1

Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB Il

EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
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Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.” Ketentuan ini mengakui eksistensi Desa atau yang disebut
dengan nama lain secara konstitusional yang telah ada jauh sebelum Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pengaturan tentang desa telah ada sejak
era pra kemerdekaan. Pada masa Reformasi pengaturan desa diawali dengan
lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada
tahun 2004, kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan bentuk penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. UU No. 32
Tahun 2004 mengatur mengenai 3 hal yaitu: pemerintahan daerah, pemilihan
Kepala Daerah dan Desa. Ketentuan mengenai Desa diatur dalam Bab Xl Pasal

200 hingga Pasal 216 dalam UU tersebut.

Aspirasi untuk mengatur Desa dalam regulasi secara tersendiri sebenarnya
sudah berkembang tatkala muncul kehendak untuk melakukan perubahan UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya, UU No. 32
Tahun 2004 kemudian terpecah menjadi 3 yaitu: UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa menegaskan bahwa desa atau yang

disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan
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mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal

1 angka 1 UU Desa).

Gambaran umum Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa
mencakup: 1) Kedudukan dan Jenis Desa; 2) Penataan Desa; 3) Kewenangan
Desa; 3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 4) Hak dan Kewajiban Desa dan
Masyarakat Desa; 5) Peraturan Desa; 6) Keuangan dan Aset Desa; 7)
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; 8) BUMDes; 9) Kerjasama Desa; 10)
Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa; 11) Desa Adat dan 12)
Pembinaan dan Pengawasan. Keseluruhan pengaturan tersebut di atas

dimaksudkan untuk menuju Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Lahirnya UU Desa juga searah dan sejalan dengan Nawacita butir ke 3 yaitu
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan. Original intent dari UU Desa yaitu untuk
memperkuat pembangunan di level desa dengan konsekuensi meletakkan lokus
pembangunan pada satuan pemerintahan/komunitas yang paling bawah dan
langsung berhubungan dengan rakyat (Farouk, 2015). Tujuan dilakukan pengaturan

Desa ditegaskan dalam Pasal 4 UU Desa, yaitu:

(a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

(b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia;
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(c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa,;

(d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

(e) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efekiif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

() meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

(g9) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna
mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasional,

(h) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan

() memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya UU Desa membawa optimisme bagi desa, karena selama ini desa
relatif terpinggirkan dan belum menjadi lokus dan fokus utama pembangunan. Hal
ini berdampak pada kesenjangan pembangunan antar kota dan desa yang
berimbas pada tingginya tingkat kemiskinan desa dibandingkan dengan daerah
perkotaan. Salah satu substansi penting dalam UU Desa adalah pemberian otonomi
desa yang diharapkan dapat memacu pembangunan di Desa sehingga berdampak

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di sisi lain, kehadiran UU Desa memberi dampak atau konsekuensi besar
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, baik yang terkait dengan kejelasan
kelembagaan yang mengurusi desa, kemampuan dan kesiapan alokasi dana desa,
kesiapan regulasi teknis, kesiapan aparatur dan manajerial desa, kejelasan tenaga

pendamping desa, pendataan dan penataan potensi desa, penyusunan dan
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pembentukan perencanaan dan regulasi di tingkat desa, maupun hubungan antara

pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

R

Pasal 76

(1)

(2)

3)

(4)

% Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar Desa,

pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan,

pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, pemandian umumdan

aset lainnya milik desa,;

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain :

a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

d.

e.

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,;

Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;

Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/ kontrak dan nilai-nilai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Hasil kerja sama Desa; dan

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa

yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama

Pemerintah Desa;
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(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan
untuk fasilitas umum;

(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 7

(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,
efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi;

(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan
pendapatan Desa;

(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

% Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan
peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 109

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan
milik desa;

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
perangkat Desa.

Pasal 110
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(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa;
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa
dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Pasal 111
(1) Pengelolaan kekayaan milik desa yag berkaitan dengan penambahan
dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan
kesepakatan musyawarah desa;
(2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal
desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 112
(1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten dikemalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan
untuk fasilitas umum;
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pemerintahan dalam negeri.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya
ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi
landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa
yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi
ujung tombak dalam  setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara
Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa
bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia
(Sutardjo, 1984: 39). Artinya bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di
Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-Undang adalah  sangat
mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini akan
menentukan luasnya jangkauan  pengaturan mengenai Desa. Artinya
pengaturan dalam Undang-Undang ini akan menentukan pula maju

mundurnya Desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya.
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Otonomi dan demokrasi Desa yang akan dibingkai dengan undang-
undang tentang Desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata,
melainkan  mempunyai dasar filosofis yang dalam. Kita membutuhkan
bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara (pemerintah) yang kuat
(berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi
daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak
membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui
(beyond) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila
ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan
Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati’
pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI dan
imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selamanya marginal dan  tergantung,
maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan
fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang
bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi
dan bermartabat secara budaya.

Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata
pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah
prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan
partisipasi, yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan
kebijakan, perencanaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanan
publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di Desa, maka akan muncul
‘penguasa tunggal’ yang otokratis, serta kebijakan dan keuangan Desa akan
berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi kasus-kasus bermasalah
yang merugikan rakyat Desa.

B. Landasan Sosiologis
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secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil
dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar NRI 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma
pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia

beserta segala permasalahannya tinggal di Desa.

Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada
pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di
kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa
kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke
kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun
keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa, ide dan pengaturan otonomi
Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan
sosial, budaya ekonomi dan politk Desa. “Otonomi Desa” hendak
memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis
hendak memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang
kuat dan mandiri, mengingat transformasi Desa dari patembayan
menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan

zaman, akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon
proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi,
teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi
dalam skala global. Dampak globalisasi dan ekploitasi oleh kapitalis global
tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang
memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal

ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian
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tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar
dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus
dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah
Daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen

fleksibel dalam entitas negara.

Secara sosiologis tujuan dari pembangunan desa adalah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah
survival ability bangsa. Otonomi Desa adalah instrumen untuk menjalankan
misi tersebut.  Oleh karena itu, tidak tepat kalau dalam otonomi daerah
atau Desa justru melemahkan bangunan NKRI atau survival ability bangsa. Ini
mungkin terjadi kalau tidak ada pengaturan tepat antara peran negara, daerah
dan Desa. Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-
daerah atau Desa-Desa yang otonom. (Hastu, 2007). Spirit Desa bertenaga
sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat
secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang

memperkauat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006).

C. Landasan Yuridis

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 18b
adanya kesatuan masyarakat hukum adat. otonomi Desa akan diberikan
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari
Desa itu sendiri. Hal ini berarti bahwa Desa sebagai susunan pemerintahan
terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan
perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, usulan
mengenai pentingnya Undang-undang mengenai Desa ini dikemukakan oleh

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif.
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Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan
penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk pasal
18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu
berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah

yang bersifat istimewa.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam konstitusi
sebenarnya nampak jelas (Yando Zakaria, 2002). Dalam penjelasan
Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih
kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti
Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan asli,
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Kalimat ini menegaskan bahwa NKRI harus mengakui keberadaan Desa-Desa
di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep zelfbesturende landchappen
identik dengan Desa otonom (local self government) atau disebut Desa Praja
yang kemudian dikenal dalam UU No. 19/1965, yakni Desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum vyang berhak dan berwenang mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep
volksgetneenschappen identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau
menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau self governing community.

Zelfbesturende landchappen akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian)
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dan volksgetneenschappen akan mengikuti azas rekognisi/pengakuan

(meski azas ini tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi).

Namun keragaman dan pembedaan zelfbesturende landchappen
(Desa otonom) dan volksgetneenschappen (Desa adat) itu lama kelamaan
menghilang, apalagi di zaman Orde Baru UU No. 5/1979 melakukan
penyeragaman dengan model Desa administratif, yang bukan Desa otonom dan
bukan Desa adat. Lebih memprihatinkan lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua
malah menghilangkan istilah Desa. Pasal 18 ayat 1 menegasakan: “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten
dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-
undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang”

Meskipun istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2,
tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti
mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, nagari,
mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang
dan seterusnya. Meskipun istilah Desa hilang dalam UUD 1945
amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
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tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi
terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya
mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri,

parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya.

penyerahan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota kepada Desa
sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Karena itu jika UU Desa
disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat
dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin memperjelas
posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi

Desa. Beberapa landasan yuridis dalam pengelolaan aset desa adalah :

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

7. Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,

DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Umum
Pengaturan pengelolaan aset desa yang akan disusun di Kabupaten Brebes

perlu dituangkan dalam ketentuan Perundang-undangan khususnya di dalam produk
hukum daerah yang berupa Peratuarn Daerah, hal ini dilakukan dalam rangaka
memberikan kepastian hukum, mengatur urusan pengelolaan aset desa dan untuk
mengantisipasi berbagai permasalahan dibidang perencanaan pembangunan
daerah sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya multi tafsir dan

pertentangan antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
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manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

khususnya di desa.

B. Lingkup Materi

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam

landasan

filosofis, sosiologis dan yuridis maka materi yang perlu dituangkan dalam rancangan

peraturan daerah tentang pengelolaan aset desa meliputi :

1. Judul

2. Konsideran

a. Menimbang

b. Mengingat

3. Batang Tubuh yang meliputi

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Ketentuan Umum
Pengelolaan

Tukar Menukar

Pembinaan dan Pengawasan
Pembiayaan

Ketentuan Peralihan
Ketentuan Lain-lain

Ketentuan Penutup

Adapun penjelasan mengenai materi yang akan dituangkan dalam rancangan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Daerah antara lain :

1. Judul : Rancangan Peraturan Daerah Kaupaten Brebes tentang Pengelolaan

Aset Desa
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2. Konsideran : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang

Pengelolaan Aset Desa

Dalam konsideran menimbang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu :

‘Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Desa’;

Dalam konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
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5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

3. Diktum

Dalam diktum memuat pernyataan penetapan peraturan darah tentang

pengelolaan aset desa yang dibuat dan ditetapkan pejabat yang berwenang.
C. Rancangan Peraturan Daerah

Dalam kerangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah selain
mencakup judul, pembukaan, juga harus menguraikan mengenai ketentuan batang
tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansi yang
dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan pasal-pasal, sub bagian
dan paragraf. Secara umum di dalam batang tubuh memuat mengenai ketentuan
umum, asas, fungsi, tujuan, materi pokok, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana
dan ketentuan penutup.

Secara umum di dalam rancangan Peraturan Daerah ini menguraikan hal-

hal sebagai berikut :
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1. Ketentuan Umum
Ketentuan umum dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
aset Desa memuat materi sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan di daerah;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.
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9. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah;

10.Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kkegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa;

11.Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan

berbagai rincian kebutuhan marang milik desa;

12.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

13.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengunan Barang dalam

menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;

14.Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan

tidak mengubah status kepemilikan

15.Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

16.Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa

setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

17.Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

18.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah

berakhirnya jangka waktu.

19.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
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fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

20.Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam
bentuk fisik, hukum, dan administratif.

21.Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu
dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

22.Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

pengguasaannya.
23.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.

24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya

dalam bentuk barang.

25.Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk uang.

26.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

27.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

28.Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan

keadaan objektif aset Desa.

29.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis

tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
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30.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk
kepentingan sosial.

31.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa.

32.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

2. Pengelolaan,

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset
desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala
Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai
wewenang dan tanggungjawab: a) menetapkan kebijakan pengelolaan aset
desa; b) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus aset
desa; c) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset
desa; d) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; €) mengajukan usul
pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat
strategis melalui musyawarah desa; f) menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan g) menyetujui usul

pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan,
tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,
hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik

desa; Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan aset desa,
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dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yaitu a)
Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b) Unsur Perangkat

Desa yang berasal dari kepala urusan sebagai petugas/pengurus aset desa.

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa, berwenang dan
bertanggungjawab a) meneliti rencana kebutuhan aset desa; b) meneliti rencana
kebutuhan pemeliharan aset desa ; c¢) mengatur penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh
Kepala Desa; d) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
desa; dan e) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset

desa.

Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab a)
mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b) mengajukan permohonan
penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan
perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c) melakukan inventarisasi
aset desa; d) mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

e) menyusun dan menyampaikan laporan aset desa

Pengelolaan Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat
diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset desa dilarang untuk diserahkan
kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman. Pengelolaan aset Desa meliputi a) perencanaan; b) pengadaan; c)

penggunaan; d) pemanfaatan; e) pengamanan; f) pemeliharaan; Q)
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penghapusan; h) pemindahtanganan; i) penatausahaan; j) pelaporan; k)

penilaian; [) pembinaan; m) pengawasan; dan n) p engendalian.

Perencanaan, perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam)
tahun; Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa
yang ada. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel; Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak
dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa a) sewa, b). pinjam pakai; c)
kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna,

pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pemanfaatan aset desa berupa sewa, tidak merubah status kepemilikan
aset desa. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang. Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat a) para pihak yang terikat dalam perjanjian; b)
objek perjanjian sewa; c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan
jangka waktu; d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu sewa;e) hak dan kewajiban para pihak; f)
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keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g) persyaratan lain

yang di anggap perlu.

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga
Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa, dikecualikan untuk tanah,
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjam
pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai
aset desa dilaksanakan berdasarkan a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b) jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; c) jangka waktu pinjam pakai; d)
tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu peminjaman; e) hak dan kewajiban para pihak; f) keadaan di luar
kemampuan para pihak (force majeure); dan g) persyaratan lain yang di anggap

perlu.

Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak
lain dilaksanakan dalam rangka a) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
aset desa;dan b) meningkatkan pendapatan desa. Kerja Sama Pemanfaatan
aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan
dengan ketentuan a) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau
perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; b) pihak lain
dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek
kerjasama pemanfaatan. Pihak lain memiliki kewajiban, antara lain: a)
membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian
yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama

Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; b) membayar semua biaya persiapan
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dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan c) jangka waktu kerjasama
pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani

dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat a) para pihak yang
terikat dalam perjanjian; b) objek kerjasama pemanfaatan; c) jangka waktu; d)
hak dan kewajiban para pihak; e) penyelesaian perselisihan; f) keadaan di luar
kemampuan para pihak (force majeure); dan g) peninjauan pelaksanaan

perjanjian.

Bangun guna serah atau bangun serah guna dengan pihak lain
dilaksanakan dengan pertimbangan: a) pemerintah Desa memerlukan bangunan
dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; b) tidak tersedia dana
dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Pihak lain
selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain a)
membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;dan b) memelihara
objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Kontribusi, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah
Daerah. Pihak lain dilarang menjaminkan, = menggadaikan, atau
memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau
bangun serah guna.Pihak lain wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan
persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan

pelaksana.

Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama
20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu

bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu dilakukan
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evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah
Kabupaten. Dalam hal jangka waktu waktu bangun guna serah atau bangun
serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama
pemanfaatan. Bangun guna serah atau bangun serah guna

dilaksanakan berdasarkan  surat perjanjian  yang sekurang-kurangnya
memuat a) para pihak yang terikat dalam perjanjian; b) objek bangun guna
serah; c) jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; d)
penyelesaiaan perselisihan; e) keadaan diluar kemampuan para pihak (force
majeure); dan f) persyaratan lain yang di anggap perlu; g) bangunan dan
fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau
bangun guna serah harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

atas nama Pemerintah Desa.

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan bangun guna serah atau
bangun serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati. Hasil
pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas
Desa. Pengamanan aset desa, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Pengamanan aset desa meliputi a) administrasi antara lain
pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b) fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah
barang dan hilangnya barang; c) pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; d) selain
tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
dan e) pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status

kepemilikan.  Biaya Pengamanan aset Desa dibebankan pada APBDesa.
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Pemeliharaan aset Desa, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan
pada APBDesa. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan
menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya,
antara lain a) beralih kepemilikan; b) pemusnahan; atau c) sebab lain.
Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan antara lain: a)
pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; b) putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap; c) Desa yang kehilangan hak sebagai
akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik
desa. Pemusnahan aset desa, dengan ketentuan: a) berupa aset yang sudah
tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain
meja, kursi, komputer; b) dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar
penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. Penghapusan aset
desa karena terjadinya sebab lain antara lain: a) hilang; b) kecurian; dan c)

terbakar.

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat
persetujuan Bupati. Penghapusan aset Desa selain tidak perlu mendapat
persetujuan Bupati. Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten
sebagai pendapatan daerah. Aset milik desa-desa yang digabung sebagai

dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
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Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya
diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. Aset milik desa
yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset
desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung. Bentuk
pemindahtanganan aset desa, meliputi a) tukar menukar; b) penjualan; c)
penyertaan modal Pemerintah Desa. Pemindahtanganan aset desa berupa
Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar

dan penyertaan modal.

Aset desa dapat dijual, apabila a) aset desa tidak memiliki nilai manfaat
dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa; b) aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan
tanaman lainnya.c) penjualan aset dapat dilakukan melalui penjualan langsung
dan/atau lelang; d) penjualan langsung antara lain meja, kursi, komputer, mesin
tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; e€) penjualan melalui lelang antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin; f) penjualan dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; g)
uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan

asli desa;

Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa, dilakukan dalam
rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa). Penyertaan modal berupa Tanah Kas Desa. Aset desa yang
sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris
aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi diatur dalam pedoman umum

mengenai kodefikasi aset desa. Pemerintah Daerah Kabupaten bersama
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Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik Format Keputusan Kepala
Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan
Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris

Aset Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Tukar Menukar,

pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri
dari a) untuk kepentingan umum; b) bukan untuk kepentingan umum; dan c)

tanah milik desa yang berada di luar desa.

Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tukar menukar dilakukan dengan ketentuan:a) tukar menukar
dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang
menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga
penilai; b) apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah
pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang; c) penggantian berupa
uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai; d) tanah
pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diutamakan berlokasi di Desa
setempat; dan e) apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa
setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau
Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung; f) tata cara tukar menukar
tanah milik desa untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
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Ganti rugi berupa uang, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat
selisin sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat
digunakan selain untuk tanah. Besaran dan penggunaan selisih sisa uang diatur
oleh Bupati. Selisih uang dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya

ditetapkan dalam APBDesa.

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan
umum. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih
penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana
tata ruang wilayah (RTRW). Kepentingan nasional yang lebih penting dan
strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan. Tukar
menukar dilakukan dengan ketentuan: a) tukar menukar dilakukan setelah terjadi
kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa
dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai; b) tanah
pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat; c) apabila lokasi tanah
pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b,
tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa
dikecamatan lain yang berbatasan langsung. Tata cara tukar menukar tanah
milik desa bukan untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati.

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan
Kepentingan Umum, Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik
desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain
dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat
dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. Tukar menukar tanah milik

desa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya
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guna dan berhasil guna. Tukar menukar tanah milik desa dapat dilakukan
dengan ketentuan a) tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai
dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;b) ditetapkan
dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;dan c)

Peraturan Desa, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Aset desa yang dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan
penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa. Pembiayaan
administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat
tanah desa pengganti dibebankan kepada pihak pemohon. Ketentuan lebih

lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat melimpahkan

kepada Camat.
5. Pembiayaan

Memuat pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa,

pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

6. Ketentuan Peralihan

Memuat pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan
pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang
dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerahi ini, tetap dapat

dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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7. Ketentuan Lain-lain

Memuat kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala
lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa
yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada

Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan berlakunya Peraturan Daerah ini sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah.

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes perlu melakukan penataan aset desa
melalui kewenangan yang dimilikinya dengan membentuk regulasinya. Aset
merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah desa. dengan
mengelola aset desa secara benar dan memadai, pemerintah desa akan
mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di desa. Dalam

mengelola aset desa, pemer intah desa harus memperhatikan perencanaan
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kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pener imaan, penyimpanan dan
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemelihar aan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang
terdapat dalam manajemen aset desa.

Mekanisme yang dilakukan dalam penataan aset desa perlu dilakukan proses
perencanaan yang baik, Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset,
pemerintah desa akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait
kebutuhan aset bagi pemerintah desa. Dengan perencanaan kebutuhan aset
tersebut, pemerintah daer ah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang
sesuai dengan Kkebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor
perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga
harus menjadi pertimbangan pemer intah desa.

Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah desa dapat menjaga
kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha
pemerintah desa memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak
kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah desa adalah sistem
informasi data. Dengan sistem infor masi data aset pemerintah desa yang
memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk
memperoleh data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu.

Dengan sistem informasi data, pemerintah desa juga dapat menyusun laporan
aset secara lebih handal sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal
pada pemakai informasi dalam lapor an keuangan. Selain faktor-faktor

pengelolaan aset tanah dan bangunan yang didapat dalam penelitian ini yang
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didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintah desa penting juga
untuk mempertimbangkan aspek lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan
strategi. Aspek ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan aset tanah dan bangunan karena dengan kebijakan dan strategi
pengelolaan aset oleh pimpinan pemer intah desa dapat memberi arahan bagi
pelaksanaan pengelolaan aset pemerintah.

5. Dengan adanya kebijakan/regulasi dan strategi pengelolaan aset yang tepat
oleh pimpinan pemerintah daerah akan dapat mengoptimalkan manfaat aset
bagi pemerintah desa.

B. SARAN

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan
Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai
sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.
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Menimbang

Mengingat

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : ...... TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

1

BUPATI BREBES,

bahwa nilai strategis aset desa sebagai sumberdaya yang
mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pengelolaannya yang semakin berkembang dan kompleks
perlu dikelola secara optimal;

bahwa pengelolaan aset desa merupakan unsur penting
dalam  penyelenggaran  pemerintahan desa, untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
desa serta meningkatkan pendapatan desa maka
pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan baik dan
benar;

bahwa aspek yuridis ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 108 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014
tentang Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa tengah;
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3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menetapkan

dan
BUPATI BREBES,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan di daerah;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah;

10.Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa;

11.Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan
berbagai rincian kebutuhan marang milik desa,;

12.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

13.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengunan Barang dalam
menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;

14. Pemanfaatan adalahpendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan
tidak mengubah status kepemilikan
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15.Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

16.Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa
setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

17.Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

18.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

19.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

20.Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam
bentuk fisik, hukum, dan administratif.

21.Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu
dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

22.Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
pengguasaannya.

23.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.

24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya
dalam bentuk barang.

25.Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

26.Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.

27.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

28.Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan
keadaan objektif aset Desa.
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29.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.

30.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk
kepentingan sosial.

31.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa.

32.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
Pasal 2

(1) Jenis aset desa terdiri atas:

a. Kekayaan asli desa;
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa,;

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis;

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang;

e. Hasil kerja sama desa; dan
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
(2) Kekayaan asli desa, terdiri atas:

a. tanah kas desa;
b. pasar desa;

C. pasar hewan;

d. tambatan perahu;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g. pelelangan hasil pertanian;

h. hutan milik desa;

I. mata air milik desa;

j. pemandian umum; dan

K. lain-lain kekayaan asli desa.

BAB Il
PENGELOLAAN
Pasal 3
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
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Pasal 4
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset
desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan aset desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah
desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa
sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau
bangunan.

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan
perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan
milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik
desa;

(4) Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan aset desa, dapat
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yaitu
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
b. Unsur Perangkat Desa yang berasal dari kepala urusan sebagai

petugas/pengurus aset desa.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa, berwenang dan
bertanggungjawab :
a. meneliti rencana kebutuhan aset desa,;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
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C. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa,;

d. melakukan koordinasi  dalam pelaksanaan inventarisasi
aset desa;dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa

(2) Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang
diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada
Kepala Desa,;

c. melakukan inventarisasi aset desa;

d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa kepada Bupati melalui
Camat.

Bagian kedua
Pengelolaan

Pasal 6

(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran
atas tagihan kepada pemerintah desa.
(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman.
Pasal 7
Pengelolaan aset Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
C. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e

. pengamanan;
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—h

pemeliharaan;

penghapusan;

= «Q

pemindahtanganan;

penatausahaan;
J. pelaporan;
K. penilaian;
|.  pembinaan;
m. pengawasan; dan

n. Pengendalian

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa
yang ada

Paragraf Kedua
Pengadaan
Pasal 9

(1) Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel;

(2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Penggunaan
Pasal 10
(1) Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan

Kepala Desa
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Paragraf Keempat
Pemanfaatan
Pasal 11

(1) Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa:
a. sewa,
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna
(3) Berakhirnya pemanfaatan aset desa yang menjadi tambahan penghasilan
kepala desa dan perangkat desa melalui sewa akan berakhir setelah masa
jabatan selesai
(4) Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa
Pasal 12

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa, tidak merubah status kepemilikan aset
desa.
(2) Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu paling
lama sampai akhr masa jabatannya,;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu
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Pasal 13

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah

Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan

Desa.

(2) Pinjam pakai aset desa, dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset

bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat

diperpanjang.

(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan :

a.

b
c.
d

®

para pihak yang terikat dalam perjanjian;

. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

jangka waktu pinjam pakai;

. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman;
hak dan kewajiban para pihak;
keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

persyaratan lain yang di anggap perlu

Pasal 14

(1) Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain

dilaksanakan dalam rangka:

a.
b.

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

meningkatkan pendapatan desa

(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

ketentuan:

a.

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan
atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama

pemanfaatan

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara

lain:

101



a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan; dan

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun
sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

. objek kerjasama pemanfaatan;

a
b

c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 15

Q

(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna dengan pihak lain dilaksanakan
dengan pertimbangan:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama jangka waktu
pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;dan
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah
Daerah.

(4) Pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(5) Pihak lain wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan

pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.
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Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20
tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang;

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna setelah
terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam hal jangka waktu waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan
berdasarkan surat perjanjian  yang sekurang-kurangnya memuat:

a.Para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b.objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;

d. penyelesaiaan perselisihan;

e.keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

g.Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan
bangun guna serah atau bangun guna serah harus dilengkapi dengan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan bangun guna serah atau bangun

serah guna dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati
Pasal 18

Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas

Desa

Paragraf Kelima
Pengamanan
Pasal 19
(1) Pengamanan aset desa, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

(2) Pengamanan aset desa meliputi :
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a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang dan hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status
kepemilikan.

(3) Biaya Pengamanan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan
Pasal 20

(1) Pemeliharaan aset Desa, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
(2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 21
(1) Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset
desa dari buku data inventaris desa.
(2) Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya,
antara lain:
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.
(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan antara lain:
a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan
sebagaimana pada  huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris

aset milik desa.
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(4) Pemusnahan aset desa, dengan ketentuan:
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki
nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan
Kepala Desa tentang Pemusnahan.
(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf c, antara lain: a. hilang;
a. kecurian; dan
b. terbakar
Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak
perlu mendapat persetujuan Bupati.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
Pasal 24

(1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten
sebagai pendapatan daerah.

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti
waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan
sarana prasarana desa.

(4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka
penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang
digabung.

Paragraf Kedelapan

Pemindahtanganan
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Pasal 25

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa, meliputi:

a. tukar menukar;
b. penjualan;

c. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa

hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
Pasal 26

Aset desa dapat dijual, apabila:

a.

Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan
tanaman lainnya.

Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan
melalui penjualan langsung dan/atau lelang;

Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ antara lain meja,
kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;

Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin;

Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan

dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

Pasal 27

(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa, dilakukan dalam rangka

pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa
(BUMDesa).

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan

Penatausahaan
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Pasal 28
(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam
buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa

Paragraf Kesepuluh
Pelaporan
Pasal 29
(1) Seluruh jumlah aset desa yang dimiliki sebagaimana ketentuan Pasal 2
dilaporkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten melalui
kecamatan.
(2) Pelaporan sebagaimana disebutkan ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali
dalam satu tahun

(3) Format dan jenis pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf Kesebelas
Penilaian
Pasal 30
Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi

dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan

oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 32

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita
Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format
Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal
22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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BAB IlI
TUKAR MENUKAR
Pasal 33

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah milik desa yang berada di luar desa

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 34

(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi

kepentingan umum, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tukar menukar dilakukan dengan ketentuan:

a.

tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi
sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai
wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti
terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diutamakan
berlokasi di Desa setempat; dan

apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat
sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi
dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang
berbatasan langsung

tata cara tukar menukar tanah milik desa untuk kepentingan umum

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
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Pasal 35

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b,
apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif
sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Bupati.

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas

Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa

Pasal 36

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

kepada Menteri.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum
Pasal 37

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat
dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis
dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah
(RTRW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan
perumahan.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi
sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai
wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi
dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan

langsung.
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(4) tata cara tukar menukar tanah milik desa bukan untuk kepentingan umum
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Kepentingan Umum
Pasal 38

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik
desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar
menukar ke lokasi desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna.

(3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah
penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik
desa;dan

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan

setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 39

Aset desa yang ditukarkan Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 37dihapus dari daftar

inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 40

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan

sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 36,

dan Pasal 37 dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan

Bupati.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa,;
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat melimpahkan
kepada Camat.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 43
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan
dibebankan pada APBDesa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerahi ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 45

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang
ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas
umum.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal
Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan
kepada Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal ............

BUPATI BREBES
ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

pada tanggal ...........oeeevviiiiiiiiiiiiie e,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN : 2016 NOMOR: ......
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PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR : ...... TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

UMUM
Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah desa sebagai

penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi
pemerintah desa untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam
pengelolaan aset, pemerintah desa harus menggunakan pertimbangan aspek
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan
atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan
dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal
bagi pemerintah desa yang bersangkutan.

Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah desa akan
memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah
desa. Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah desa dapat
terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga
dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada
masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan
pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah desa.
Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah desa dapat menjaga
kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha
pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat. Faktor yang tidak
kalah penting dalam pengelolaan aset pemerintah desa adalah sistem
informasi data. Dengan sistem informasi data aset pemerintah desa yang
memadai, pemerintah data dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh
data terkait aset ketika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dengan sistem informasi
data, pemerintah daerah juga dapat menyusun laporan aset secara lebih handal
sehingga dapat memberi informasi yang lebih handal pada pemakai informasi
dalam laporan keuangan.
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Dengan adanya kebijakan dan strategi pengelolaan aset yang tepat oleh
pimpinan pemerintah desa dalam bentuk Peraturan Daerah akan dapat
mengoptimalkan manfaat aset bagi pemerintah desa.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud pengelolaan aset desa berdasarkan :

Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
dibidang pengelolaan aset desa dilaksanakan oleh pemegang kuasa pengelola
aset desa, pembantu pengelola aset desa, petugas pengelola aset desa sesuai

fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Azas transparansi, Yyaitu penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus
transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

Azas efisiensi, yaitu pengelolaan aset desa diarahkan agar aset desa digunakan
sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka
menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa secara

optimal;

Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya
ketepatan jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan

pemindahtanganan aset desa serta penyusunan neraca Pemerintah Desa.

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud kepala urusan adalah kepala urusan yang
membidangi tata usaha umum
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)

Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

efisien, artinya setiap pengadaan aset desa harus menggunakan dana
dan daya yang terbatas, dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

efektif, artinya pengadaan aset desa harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

terbuka dan bersaing, artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi
penyedia aset desa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara penyedia aset desa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang jelas dan transparan.

transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
aset desa harus terbuka bagi peserta penyedia aset desa yang berminat
serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Jadi semua informasi

tentang syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
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evaluasi, penetapan calon penyedia aset desa harus di informasikan
secara terbuka.

adil/tidak diskriminatif, artinya memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia aset desa dan tidak memberikan keuntungan
hanya kepada pihak tertentu saja, dengan cara dan atau alasan apapun.

akuntabel, artinya pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran baik
fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas
umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-

prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan aset desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
116



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
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Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup Jelas
Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUATEN BREBES NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ........ TAHUN 2016

PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan
aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan

Aset Desa
KABUPATEN BREBES
KEPUTUSAN KEPALA DESA .........
NOMOR ...... TAHUN .........
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPALA DESA .....ccciiiiiiinn.
Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa ...........cccceovvivinne. ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Status
Penggunaan Aset Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ........
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
Dst.

MEMUTUSKAN

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa,
APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan
digunakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ....................
sebagaimana terlampir;

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1)
merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku
Inventaris Aset Desa;

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat
didayagunakan dalam  rangka meningkatkan
pendapatan desa;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal .................

KEPALA DESA ...,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ..........coo.l.
NOMOR TAHUN

TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No. Jenis Kode Asal usul Barang Ket.
Barang | Barang

Kekayaan APBDesa Perolehan Lain
Asli Desa Yg Sah
1 2 3 4 5 6 7
Desa .oveveiiininenenen. , tanggal ...............

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisidengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal wusul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli
Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang
sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani
oleh Kepala Desa.




B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA

Pada ..... Tanggal ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku
Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa
berupa ..... eeenneen Jeereerenens

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut
semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan
biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut
diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan
Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan

kepada Kepala Desa ........cocevvviviniinininennn. untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Desa .....cccuenee. , tanggal ..................
SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan dibawah ini :
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa Pengelola/Pengurus

Aset Desa,



B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DESA .......cccociiiiininn.

NOMOR ...... TAHUN .........

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA .....cooiiiiiii,

a.

bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset
Desa  Pertahun dan Buku Inventaris Desa
Pemerintah Desa .......... ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa .........

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ........
Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa;

Dst.



Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

1.

Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintah Desa ......cccoee..... Nomor

MEMUTUSKAN:

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

Desa .......... yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau  hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa....ccovenennen.. sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
Dst.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .................
pada tanggal .................

KEPALA DESA ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......coiiiiiiiiiiiiin
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No Jenis Banyak nya Asal usul Barang Tahun Ket.
Barang Barang Perolehan/
Pembelian
Kekayaan APB Perolehan Lain
Asli Desa Desa Yg Sah
1 2 3 4 5 6 7 8
Desa ......ccuen.... , tanggal ..................

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

D WN +—

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan jenis barang;

Diisi dengan banyaknya jumlah barang;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan
Kekayaan Asli Desa;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan
APBDesa;

Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan
perolehan lain yang sah;

Tahun Perolehan/ Pembelian;

Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:
- kanan bawah diisi dengan  tanggal pencatatan dan
tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah dketahui oleh Kepala Desa.




C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ...........c.c...
Kode Lokasi Desa & ..ccoeuveveiencnnnnnen.
No | Jenis Kode Identitas Asal Usul Barang Tanggal Ket.
Barang | Barang Barang Perolehan/
Pembelian
APBDesa | Perolehan Aset/
Lain Yg Kekayaan
Sah Asli Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
S.
MENGETAHUI : Desa ...c.cceeueenen , tanggal ..................
SEKRETARIS DESA PETUGAS/PENGURUS

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

BARANG MILIK DESA

Petunjuk Pengisian
Kode Lokasz Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

\OOO\IO\CI]-I&Q)I\)N

Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan jenis barang;

Diisi dengan nomor kode barang;

Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah,
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Desa
Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan

tanggal pencatatan dan tandatangan

Petugas/ Pengurus
Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola
Barang Milik Desa.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH,

BUPATI BREBES

ttd

IDZA PRIYANTI



